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ABTRAK

pemekaran wilayah,merupakan untuk mendekatkan rentang kendali pelayanan kepadaI masyarakat, calon Kabupaten Kepulauan Kundur, sebuah wilayah kepulauan di pr..rvinsi
Kepulauan Riau, memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah daerab otonom
baru, yang lepas dari Kabupaten Karimun. Hal ini dimaknai adanya asprrasr masyarakat yang
sangat kuat dibeberapa daerah kepurauan dalam wilayah kecamatan pulau Kundur, pulau 6ural
dan beberapa pulau lainnya.

Pembentukan suafu daerah otonom baru bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat
dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyamkat yang d andasi oleh kondisi realitas
yang ada seperti : a) kemampuan dari segi ekonomi, b) memperluas pengembangan potensi
daerah,c) kebutuhan pemerataan pembangunan,d) kondisi geografis tewilayahan, 

"it .Uun t -pelayanan masyarakat, dan f) kebuhrhan akan mewujudkan keamanan dan keiertiban masyarakat.
Pembentukan suatu daerah otonom baru di Kabupaten Karimun yang dilandasi oleh berbagai
kebutuhan mendesak

calon Kabupaten KepualaunKundur, merupkan wilayah yang memiliki wilayah laut cukup luas,
memiliki daratan yang sangat subur, untuk diberdayakan budidaya penaman ranaman panagn,
tanaman produksi, Berdasarkan pp 78 Tahun 200'.', te'd'apat l l persyaratan bagi pembent'klan
sebuah daerah otonom baru, meliputi : l, Kependudukan,I{ernamiuanEkonomi, potensi Daerah,
Kemampuan Keuangan, Sosial Budaya, Soial politik, Keamanan, pertanahan, Kesejahteraan
Masyarakat (IPM, dan Rentang Kendali.
Pada faktor kamampuan ekonomi daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur, hasil kajian
analisis mendapatkan point sebesar 60 point, berati memenuhi salah satu syarat dari ll syarat
yang harus dipenuhi. Namun demikin untuk menjadi daerah otonom baru masih harus memenuhi
l0 pe$yamtan lagi, sehingga perjalanannya masih panjang.

Kala kunci: kajian, analisis. kemampuan, ekonomi, daerah.

PENDAHULUAN

pemukar"n wilayah merupakan
I untuk mendekatkan rentang

yang sangat kuat dibeberapa daerah
kepulauan dalam wilayah kecamatan
pulau Kundu4 Pulau Durai dan
beberapa pulau lainnya.

kendali pelayanan kepada masyarakat,
calon Kabupaten Kepulauan kundur, S-ETARAH PEMBENTUKAN cALoN

sebuah wilayah kepuiauan di provinsi KABUPATEN IGPULAUAN KUNDUR

Kepulauan Riau, memiliki berbagai pembentukan suatu daerah otonom
potensi untuk dikembangkan menjadi baru bertujuan untuk.. meningkatkan
sebuah daerah otonom baru, yang pelayanan masyarakat dan rnempercepat
lepas dari Kabupaten Karimun. Hal ini terwujudnya kesejahteraan ."ry"."Lt
dimaknai adanya aspirasi masyarakat yang dilandasi oleh kondisi realitasyangada
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seperti : a) kemampuan dari segi ekonomi, b) d.

memperluas pengembangan potensi daerah,

c) kebutuhan pemerataan pembangunan,

d) kondisi geografis kewilayahan, e)

kebutuhan pelayanan masyarakat, dan 0
kebutuhan akan mewuiudkan keamanan

dan ketertiban masyarakat. Pembentukan

suatu daerah otonom baru di Kabupaten

Karimun yang dilandasi oleh berbagai

kebutuhan mendesak yaitu :

a. Berawal dari kebutuhan bersama

untuk membentuk sebuah daerah

otonom baru maka pada tanggal 19

fanuari 2009 berkumpul beberaPa

masyarakat untuk membicarakan masa

depan Kundut yang disebut dengan

Tim Inisiator pembentukan Kabupaten

Keoulauan Kundur.

Keberadaan Tim Inisiator pertama kali
adalah melakukan pertemuan dengan

anggota DPRD Kabupaten Karimun dari
Daerah Pemilihan Kundur, Kundur Utara

dan Kundur Barat tanggal 25 fanuari
2010 yang membahas tentang masa

depan Kundur, dengan hasil disarankan
kepada Tim Inisiator untuk melakukan

sosialisasi, merangkul semua elemen

masyarakat dan khususnya masyarakat
Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai

serta membentuk kelembagaan Yang
lebih besar untuk memperjuangkan
pembentukan Kabupaten Kundur.

Setelah kegiatan tersebut, mulai
berkembang isu yang berada di
masyarakat baik yang mendukung
pembentukan maupun yang belum
mendukung pembentukan KabuPaten
Kundur. Adanya pro dan kontra
terhadap pembentukan KabuPaten
Kundur diiawab oleh Tim Inisiator
pembentukan Kabupaten Kundur
dengan melakukan sosialisasi pertama
bersama anggota DPRD Kabupaten
Karimun daerah pemilihan Kundu4
Kundur Utara dan Kundur Barat
pada masa reses, kegiatan sosialisasi

tersebut digelar pada 24 Maret 2010 di
Hotel Gembira Taniung Batu.

Setelah berselang dari pertemuan

tanggal 24 Maret 2010 tePatnya

pada tanggal 19 April 2011 diadakan

pertemuan kembali untuk melakukan

sosialisasi dan Tim Formatur
Pembentukan Kabupaten Kundur.

Tim ini bertugas untuk mengadakan

kegiatan musyawarah seluruh
masyarakat untuk menghantarkan
ke pembentukan Badan Pekeda

Pembentukan Kabupaten Kundur.

Pada pertemuan ini diundang peserta

dari Kundur, Kundur Utara, Kundur

Barat, Moro dan Durai bertempat di

Hotel Gembira Tanjung Batu Kundur.

Saat itu dipilih H. Huzrin Hood sebagai

Ketua dan Ing. Iskandarsyah sebagai

sekretaris, dengan anggota Drs. H.

Abdul Malik, MM, Ihsan, SH, Katwanto,

SE, R. Zuriantiaz, Drs, Muhammad Nasir,

Drs.Muhammad Zen, dan Darmawan.

Selanjutnya pada tanggal 29 Mei Z0ll,
Tim Formatur Pembentukan Kabupaten

Kundur melakukan kegiatan sosialisasi

dan Pembentukan Badan Pekerja

Pembentukan Kabupaten Kundur.

Hadir pada waktu itu, tokoh-tokoh
masyarakat dan beberaPa Petinggi
daerah dari Kundur, Kundur Utara,

Kundur Barat, Moro dan Durai. Pada

saat itu iuga rencana pembentukan

Kabupaten Kundur diubah nama

meniadi Kabupaten Kepulauan Kundur'

mengingat memang dari segi geografis

dan kabupaten ini nantinya akan

didukung oleh gugusan beberapa pulau

disekitar pulau Kundur; Moro dan

Durai.

Terpilih Ihsan Muharal,SH sebagai Ketua

Formatur Badan Pekerja Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3l,

sekaligus sebagai ketua Badan Pekeria

Pembentukan Kabupaten KePulauan

Kundur dari unsur Kecamatan Kundur
dengan anggota Pendi Irano, dari unsur

Kecamatan Kundur Utara, R. Zuarintiaz

dari Kecamatan Kundur Barat,

Agistamar dari Kecamatan Moro, dan
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Aswandi dari Kecamatan Durai. Kepada
mereka diamanatkan untuk membentuk
kepengurusan secara lengkap dan pada
saat itu juga dilakukan pembacaan
deklarasi aspirasi masyarakat Kundur;
Kundur Utara, Kundur Bara! Moro, dan
Durai.

g. Badan Pekerja pembentukan Kabupa_
ten Kepulauan Kundur [BpZK3J diberi
wewenang berdasarkan musyawarah
pada tanggal 29 Mei 20lL untuk mem-
perjuangkan pembentukan Kabupaten
Kepulauan Kundur menjadi daerah oto_
nom dari di Provinsi Kepulauan Riau.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN
KEPULAUAN KUNDUR

Adapun dasar hukum pembentukan
Kabupaten Kepulauan Kundur dari
Kabupaten Karimun bersumber pada :

a.

b

Undang-undang Dasar 1945 pasal 1g

Undang-undang Republik lndonesia No
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844J;

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1999 tentang pemben-

tukan Kabupaten Palalawan, Kabupat-
en Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilin
Kabupaten Sia[ Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Sangingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indoensia Tahun 1999
Nomor 181.Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 3902) se-
bagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-undang No-
mor 34 Tahun Z00B tentang perubah_

an Ketiga Atas Undang-undang Nomor
53 tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Palalawan, Kabupaten Ro_
kan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Ka-
bupaten Sialg Kabupaten Karimun, Ka_
bupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Sangingi, dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200g
Nomor 107, Tambahan Lembaran Ne_
gara Republik Indonesia Nomor 4984).

d. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun Z0OZ tentang
Pembentukan provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237),

e. Peraturan pemerintah Republik Indo-
nesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pembentukan, penghapusan

dan Penggabungan Daerah flembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2007
Nomor 162 Tambahan Lembaran Ne_
gara Republik Indonesia Nomor 4791).

f. Keputusan DPRD Kabupaten Karimun
Nomor 08 Tahun ZOI2 tentang
Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karimun Terhadan
Usulan Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Kundun

g. Rekomendasi Surat Bupati Kabupaten
Karimun Nomor 100/pem/59/2012
tanggal 30 April 2012 perihal
Rekomendasi pemekaran Kabupaten
Kepulauan Kundur.

Berdasarkan Peraturan pemerintah
Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pembentukan, penghapusan dan
Penggabungan Daerah, persyararan
pembentukan daerah otonom baru harus
memenuhi kreteria-kreteria kemampuan
sebagai berikut

a. Kependudukan; b. Kemamnuan
Ekonomi; c. potensi Daerah; d.
Kemampuan Keuangan; e. Sosial Bu-
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daya; f. Sosial politik g. Luas wilayah/
daerah; h. Pertahanan; i. Keamanan;
y. Tingkat Kesejahteraan Masyaraka!
k. Rentang Kendali. (Sumber: Laporan
akhir tim kajian akademik IPDN, ten-
tang pembentukan calon Kabupaten

Kepulauan Kundur dari Kabupaten Ka-

rimun Tahun 20121.

PERMASALAHAN

Permasalahan timbulnya aspirasi
masyarakat, untuk membentuk calon
Kabupaten Kepulauan Kundun hal ini
disebabkan adanya rentang kendali
pelayanan yang sangat jauh dari
Pemerintahan Kabupaten Karimun. Jarak
tempuh antara Kabupaten Karimun
dengan calon Kabupaten Kepulauan
Kundur berjarak cukup jauh dan harus
ditempuh selama hampir satu setengah lam
dengan menggunakan motor boot., calon
Kabupaten Kepulauan Kundur merupakan
wilayah memiliki wilayah laut yang cukup
luas, dan luas daratan dengan lahan yang
subut dengan kodisi yang sangat strategis,
dinmana calon Kabupaten Kepulauan

Kundur merupakan wilayah terdepan
dan merupakan pintu masuk atau seba'gai
gerbang untuk masuknya ke wil;iyah
Indonesia di bagian barat. Wilayah calon
Kabupaten Kepulauan Kundur merupakan
wilayah yang memiliki potensi sumber
daya alam, dan memiliki sumber daya yang

mumpuni, di mana hampir sebahagian
besar para peiabat di Kabup4ten Karimun
merupakan lahir di Kepulauan Kundu6,

dan masih banyak sumber daya manusia
Kepulauan Kundur yang memiliki
potensi sebahagian besar bekeria diluar
Kepulauan Kundur. Potensi ekonomi dapat
dikembangkan dengan kondisi luas wilayah
laut yang sangat luas, dan luas lahan
pertanian yang subur untuk dikembangkan,
adanya potensi tambang timah, produksi
gambir yang sangat potensial dan potensi
wisata pantai dan wisata budaya yang sangat
menarik dan calon Kabupaten Kepulauan
Kundur merupakan wilayah sangat dekat
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berbatasan dengan negara tetangga
Malaysia, dan Singapura, merupakan
pintu gerbang masuknya wisata asing di
Indonesia bagian barat. Dengan kondisi
berbagai permasalahan ini penulis tertarik
untuk membuat sebuah jurnal ilmiah atas
dasar kajian akademih secara kebetulan
penulis merupakan bagian dari anggota tim
kajian membidangi kemampuan ekonomi
calon pembentukan Kabupaten Kepulauan
Kundur dari Kabupaten Karimun.

IDENTTFTKASI MASALAH

Dari berbagai permasalahan yang
terurai tersebut di atas, penulis mencoba
mengidentifikasi masalah dimaksud
meliputi :

a. Luasnya wilayah laut cukup luas dicalon
Kabupaten Kepulauan Kundur memiliki
potensi sumber daya kelautan yang dapat
dikembang sebagai salah satu indikator
peningkatan kemampuan ekonomi;

b. Luas lahan pertanian, dengan sub
sektor pertanian tanaman pangan dan
tanaman perkebunan sangat subut
dan ini iuga merupakan indikator bagi
peningkatan ekonomi;

c. Jumlah penduduk yang sangat cukup;

d. Dekatnya rentang kendali pelayanan

kepada masyarakag

e. Dekat dengan negara tetangga seperti
dengan Malaysia, dan Singapura, inijuga
merupakan potensi pengembangan
parawisata sebagai potensi peningkatan
kemampuan ekonomi.

Dan masih banyak potensi lain yang
dapat digali dan dikembangkan untuk
memberikan konstribusi peningkatan
kemampuan ekonomi calon Kabupaten

Kepulauan Kundur.

RUMUSAN MASALAH

Dari berbagai identifikasi permasalahan

dimaksud peneliti mencoba merumuskan
masalah yang terkait dengan masalah
peningkatan kemampuan ekonomi calon
Kabupaten Kepulauan Kundur.
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a. Berapa nilai indikator-indikator faktor
kemampuan ekonomi yang diperoleh
calon Kabupaten Kepulauan Kundur.

b. Potensi apa yang dapat dikembangkan
di calon Kabupaten Kepulauan Kundur.

c. Bagaimana kemampuan SDM calon
Kabupaten Kepulauan Kundur

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITTAN

Maksud penelitian adalah untuk
mengetahui seberapa besar kemamDuan
ekonomi calon pembentukan Kabupaten
Kepulauan Kundur dari Kabupaten
Karimun, sehingga layak untuk dijadikan
daerah otonom baru.

Tujuan penelitian, adalah apakah
setelah dinyatakan layak menjadi
sebuah daerah otonom baru, calon
Kabupaten Kepulauan Kundur dapat
meningkatkan potensi-potensi rurb".
daya alam dan sumber daya manusia aga4,
dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan umum
kepada masyarakat dapat terwuiud seperti
apa yang diharapkan oleh masyarakat pada
aspirasi awal pembentukan.

) PembangunanBerkelanjutan
(Su s ta i h a b I e D ev el o p m e n t)

Dalam mengembangkan potensi
ekonomi tidak boleh dilupakan perlunya
membangun yang sifatnya berkelanjutan.
Pembangunan yang dilaksanakan didaerah
tidak boleh sampai menguras sumber daya
alam dan merusak lingkungan. Fungsi
lingkungan dalam pembangunan harus
tetap dijaga dan dipertahankan. Lingkungan
berfu ngsi sebagai bahan baku untukindustri
pengolahan, sebagai pengolahan limbah
alami (natural asimilator), dan sebagai
sumber kesenangan dan kenyamanan hidup.
Dalam hal ini pemerintah daerah harus
tetap bertindak sebagai pengawas dalam
pembangunan, sehingga pembangunan
yang terjadi di daerah tidak akan merusak
sumber daya alam dan lingkungan.
Pemerintah daerah sebaiknya menyusun
neraca sumber daya alam dan lingkungan.

> Strategi Pembangunan yang
Efisien

Kegiatan produksi, distribusi dan
konsumsi yang efisien harus dapat
diusahakan agar pembangunan ekonomi
daerah benar-benar membawa kemajuan
dan kesejahteraan bagi ral<yatnya. Berbagai
cara dapat ditempuh untuk mencapai
efisiensi disegala bidang kehidupan di
antaranya adalah dengan cara :

a. Tingkatksnproduktivitas

Meningkatkan produktivitas bagi kegiat_
an apa saja atau dengan cara menggu-
nakan infut tertentu untuk menghasil_
kan lebih banyak outpul atau dengan
menghasilkan output dalam jumlah dan
kualitas tertentu dengan cara menggu_
nakan input sesedikit mungkin meru-
pakan sasaran kegiatan perekonomian.

b. Hapuslian sebab-sebab ekonomi biaya
tinggi.

Ekonomi biaya tinggi yang sangat
dikenal yang dialami perekonomian
Indonesia adalah karena adanya tarif
dan pungutan resmi maupun tidak
resmi, terjadi dalarn setiap kegiatan;
tidak hanya dalam bidang produksi
dan distribusi, tetapi juga dalam bidang
konsumsi maupun pelayanan apa sa;a.

) Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Pendanaan sangat penting bagi
berhasilnya pembangunan ekonomi suatu
daerah dan sangatpenditngbagi berhasilnya
pembangunan ekonomi suatu daerah atau
suatu negara. Namun demikian tidak berarti
bahwa tanpa modal kita lalu tidak daoat
membangun sama sekali. perlu disadari
pula bahwa sdsungguhnya modal atau
dana itu lebih merupakan faktor pelengkap
dan akibat dari pembangunan serta bukan
merupakan sebab dari pembangunan.
Dengan semangat untuk membangun dan
mampu meningkatkan kemampuannya
lewat kemauan yang kuat tadi, niscaya
modal dan dana akan datang untuk
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menolong masyarakat daerah tersebut. Jadi
yang utama adalah membangun terlebih
dahulu, maka nanti akan tercipta kenaikan
pendapatan dan tabungan masyarakat yang

disusul dengan peningkatan kemampuan
investasi dan tabungan masyarakat yang

disusul dengan peningkatan kemampuan
ekonomi. [M. Suparmoko, 2001: tO4 -
106). Dari kajian teori terkait dengan
pembangunan ekonomi, tersebut maka

dapat disimpulkan, bahwa pembangunan

ekonomi juga harus mempertimbangkan
pembangunan berkelaniutan, dan Strategi

pembangunan yang efisien, dengan

beberapa indikatornya. Misalnya tingkat
produktivitas, memperkecil biaya tinggi,
dan peningkatan PAD daerah yang

bersangkutan,

BAHASAN

GAMBARAN UMUM CALoN PEMBENTUKAN

KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

Luas wilayah dan kecamatan, jumlah
penduduh serta kepadatan penduduk per
kmz calon Kabupaten Pemekaran Kepulauan

Kundur

Tabel 1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

calon KabuDaten KeDulauan Kundur Tahun 20l l

No ....Luas.
Wilayih 1:

1 . -2' ---r__l
Kundur 116,00 43.011 371,10

2. Kundur Barat 288,82 '19.317 66,88

Kundur Utara 37,61 14.OU 1'7',1,1E

Durai 1.470,54 7.408 4,83

5. ungar 368,33 6.426 17 ,45

6. Belat 501,64 8.429 16,80

Jumlah 2.844,24 98.625

Jumlah seluruhhya 7.984,00 279.752

Rata-rata ooc,JJ 38.407 't41,70

Sumber: BPS Kabupaten Kadmun Tahun 2012

CAKUPAN WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

Rencana pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dari aspek kewilayahan baik

iumlah kecamatan maupun luaswilayahnya lebih luas dari Kabupaten Induk Karimun. Untuk
memenuhi persyaratan PP 78 Tahun 2007, maka luas cakupan wilayah calon Kabupaten

Kepulauan Kundur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2

Rencana Luas Cakupan Kewilayahan Calon Kabupaten Kepulauan Kundur Tahun 2012

No -uas Xatupiiln. xarimun..(Kml) r. r

'1 2 ,..:,'::. :, .t,,,,t. .. 3 '.1:::.,.. ,t ::::':tir.,' l

1 Kundur 115,90

2. Kundur Utara 37,61

Kundur Barat 288,82

4. Durai 1.532.54

5. Ungar 368,33

o. Belat 501 ,04

Jumlah 2.844,24

Sumber: HasilOlahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012
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) Faktor Kemampuan Ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi calon Kabupaten Kepulauan Kundur dikaji dari indikator
PDRB Non Migas Per kapita ADHB, Pertumbuhan Ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan

PDRB Non migas ADHK dan Kontribusi PDRB Nonmigas ADHB Kabupaten terhadap PDRB

Nonmigas ADHB Provinsi.

> Indikator PDRB

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang teriadi/
muncul di suatu daerah pada periode tertentu. PDRB terdiri dari PDRB Non Migas Atas

Dasar Harga Berlaku dan PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Konstan.

a. PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku adalah Jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor

kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu. PDRB calon

Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan Harga Berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.
Tabel 3

PDRB Non Migas calon Kabupaten Kepulauan KundurAtas Dasar Harga Berlaku dariTahun 2007 - 201'l
(dalam jutaan rupiah)

No.
l PDRB Tahun

2008 2oto 20,t1

1 r'i, 6

2 Kepulauan Kundur 1.097.466,62 1.240.783,76 1.374.838,22 1.543.586,50 1.732.917,98

Sumber: BPS Karimun tahun 2012

b. PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Konstan

PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Konstan adalah nilai PDRB Non Migas Atas Dasar

Harga Berlaku yang telah diperhitungkan dengan inflasi, di mana untuk tahun 2007
. sampai 2011 di calon Kabupaten Kepulauan Kundur menggunakan harga dasar tahun

2000. PDRB ADHK di calon Kabupaten Kepulauan Kundur sebagaimana pada abel di
bawah ini.

Tabel 4

PDRB Non Migas calon Kabupaten Kepulauan Kundur Atas Dasar Harga Konstan

Sumber: BPS Kadmun Tahun 2012

> Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi dihitung dengan menggunakan pertumbuhan nilai PDRB Non

Migas ADHK pada tahun tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan nilai PDRB Non Migas

ADHK pada periode tahun sebelumnya. Da:.rm hal ini calon Kabupaten Keirulauan Kundur

menggunakan perbandingan tahun 2011 dengan periode tahun 2008 - 2010'

a, Atas Dasar Harga Berlaku

Laiu pertumbuhan ekonomi dilihat dari laiu pertumbuhan PDRB Non Migas berdasarkan

Harga Berlaku calon Kabupaten Kepulauan Kundur sebagaimana pada tabel di bawah ini.
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Tabel 5
Laju Pertumbuhan pDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berraku caron Kabupaten Kepurauan Kundur dari

Sumber: BPS Kabupaten Karimun Tahun 2012 (ditakukan konversj)

Sumber: BPS Kabupaten KarimunTahun 2012 (dilakukan konversi)

b. Atas Dasar Harga Konstan

Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari Iaiu pertumbuhan pDRB Non Migas berdasarkan
Harga Konstan calon Kabupaten Kundur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Laju Pertumbuhan PDRB NonN,tisasAt* 

"fiiJfiB8 I?t1Tn 
caton Kabupaten Keputauan Kundur dari

> Indikator Kontribusi pDRB

Kontribusi pDRB adalah kontribusi pDRB Non Migas kabupaten/kota terhadap pDRB
Non Migas provinsi dan atau presentase pDRts Non Migas provinsi terhadap pDRB Nasional.
a. Kontribusi PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku

Indikator PDRB Non Migas ADHB calon Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan
Harga Berlaku terhadap pDRB Non Migas ADHB provinsiKepulauan Riau sebagaimana
pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Kontribusi PDRB Non Migas caton Kabupaten Kepurauan Kundur terhadap 

'DRB 
Non Migas provinsi

Atas Dasar Harga Bedaku dari Tahur 2OO.t _2}tl

b. Kontribusi PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Konstan
Indikator kontribusi pDRB Non Migas ADHK calon Kabupaten Kepurauan Kundur
terhadap PDRB Non Migas ADHK provinsi Kepulauan Riau sebagaimina pada taber di
bawah
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Tahun 2008 - 2011

, 2009 (%): 2oo9 ("/"1 | zoto ett | 2n+r t"tr
I 2- , 3 :l

Kepulauan Kundur 13,06 10,80 112,27 | tz,zt

...'-_,_
Kabupaten

2008 (yol ?ooe (%) ' 20't0 (%l 2011 (%l
1 ,l

5
2 Kepulauan Kundur o,vJ 6,03 6,56 7,05

Sumber: BPS Kabupaten KarimunTahun 2012 (dilakukan konversi)
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Tabet 8
Kontribusi PDRB Non Migas ADHK caron Kabupaten Kepurauan Kundur terhadap pDRB Non Migas ADHK

Provinsi dari Tahun 2007 - 2011

2007 l%) 2008 (%) 2oo9 (7o) 2O1o (%l '
2011 (o/o't

2 Kepulauan Kundur 210 2,'t0 2,10

Sumber: Konversi Data BPS Kabupaten Karimunfahun 2O1Z

Perhitungan indikator dari faktor ekonomi yaitu indikator pDRB Non Migas perkapita
ADHB, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi pDRB Non Migas ADHB ."lon r"brp"ten
Kepulauan Kundur terhadap PDRB Non Migas ADHB provinsi Kepulauan Riau sebagaimana
pada tabel di bawah ini.

Tabel 9
Nilai Bobot PDRB Non Migas perkapita ADHB, dan Hasir perhitungan Rasio PDRB Non Migas perkapita

calon Kabupaten Kepurauan Kundur terhadap Rata-rata KabupaGn Lain di provinsi Kepri?ada Tahun
2011

No Nilai/ . .

.i' Bobiri

1 2 .. 3 4 5
'l Kepulauan Kundur 7 .757 .123,00 36,20 3

Rata-rata PDRB Non migas
Perkapita ADHB Kabupaten
se Prov. Kepri

2't.476.O49,OO

Sumber: Hasilolahan Tim Kajian tpDN Tahun 2012

Berdasarkan dari rabel 9 di atas maka nilai faktor kemampuan ekonomi dari indikator
pertumbuhan ekonomi, hasil perhitungan rasio pertumbuhan ekonomi dilihat dari
pertumbuhan PDRB Non migas ADHK calon Kabupaten Kepulauan Kundur tahun 2011
terhadap Rata-rata PDRB Non Migas ADHK calon Kabupaten Kepulauan Kundur periode
tahun 2009-2010 dikabupaten yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Tabel 10
Nilai Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Ekonomi Dilihat dari

Pertumbuhan PDRB Non Migas ADHKTahun 2011 terh;dap Rata-rata pertumbuhan eoRa Non Migas
ADHK Periode Tahun 2009-2010 calon Kabupaten Kepulauan Kundur

No, Kabupiten

1 2 c
2 Kepulauan Kundur 7,O5 125 5

Sumber; Hasil 0lahan Tim Kaiian IpDN Tahun 20tz

Sedangkan nilai kontribusi pDRB Non Migas ADHB dan hasil perhitungan rasio pDRB
Non Migas ADHB Kabupaten calon Kepulauan Kundur terhadap Rata-rata Kabupaten di
Provinsi Kepri adalah:
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Tabel 11

NilaiKontribusiPDRBNonMigas,danHasilPerhitunganRasioKonlribusiPDRBNonNligasADHBcalon' 
Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap Rata-rata Kontribusi PDRB Non migas ADHB Kabupaten se

Provinsi Kepri Pada Tahun 2011

Berdasarkanketigatabeltersebutdiatas,makanilaifaktordariketigaindikator
kemampuanekonomiu-ntukcalonKabupatenKepulauanKunduradalahsebagaimanapada
tabel di bawah ini.

Tabel 12

Nilai Faktor dari Indikator Kemampuan Ekonomi calon Kabupaten Kepulauan Kundur Tahun 2011

No

Nilai Faktor

2

1 PDRB Non Migas Per
Kapita ADHB

3

2 Pertumbuhan
Ekonomi

5

3 Kontribusi PDRB Non
Migas ADHB

5

Total 13

Sumber: Hasil Olahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012

) Hasil Perhitungan Bobot Nilai calon Kabupaten Kepulauan Kundur

Berdasarkajiananalisispembentukandaerahkabupatenberdasarkanfaktordan
indikator sesuai dengan PP 78 iahun 2007 tersebut di atas, maka hasil perhitungan bobot

nilai calon Kabupaten Kepulauan Kundur adalah sebagai berikut'
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,N9

1 2

2 Kepulauan Kundur 247 119 5

Rata-rata Kontribusi
PDRB Non Migas
ADHB terhadaP PORB
Non Migas ADHB
Prov. Kepri

4.49

Sumber: HasilOlahan Tim Kaiian IPDN Tahun 20'12
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Tabel 13
Hasil Perhitungan Bobot Nilai Kabupaten Kepulauan Kundur

No
I

i Nilai

1 3. ', 5
Kemampuan
Ekonomi t5

1. PDRB Non
NIigas

2. Pertumbuhan
Ekonomi

3. Kontribusi
Non l\4igas

5

5

5

3

5

'15

25

25

65

IPDN Tahun 2012Sumbef: HasilOlahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012

KESIMPULAN

Dari berbagai kajian analisis
kemampuan ekonomi yang telah dijelaskan
pada hasil bahasan, maka peneliti dapat
menyimpulkan sebagai berikut
1. Faktor kemampuan ekonomi dikaji

dari berbagai aspe( meliputi Indikator
PDRB Non Migas Per Kapita Atas Dasar
Harga Berlaku, Pertumbuhan ekonomi
dengan memperhatikan pertumbuhan
PDRB Non Migas Atas Dasar Harga
Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
serta kontribusi PDRBNon Migas
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten
terhadap PDRB Non Migas Atas Dasar

Berlaku Provinsi Kepulauan

Faktor kemampuan ekonomi juga harus
memperhatikan nilai tambah bruto
dari seluruh sektor kegiatan ekonomi
yang terjadi dalam periode tertentu
di mana PDRB merupakan indikator
keberhasilan kemampuan ekonomi
meliputi PDRB atas dasar harga berlaku
dan PDRB Atas dasar Harga Konstan.

PDRB Non Migas Atas Dasar Harga
Berlaku, adalah jumlah nilai bruto dari
seluruh kegiatan ekonon1irl.rng teriadi
disuatu daerah dalam pen-ridc tertentu,
di mana PDRB Non Migas ADHB dan
ADHK calon Kabupaten Kepulauan

Kundur seperti apa yang tergambar
dalam tabel 3 dan 4 dengan rincian
bahasan:

a. Indikator pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi
dihitung dengan menggunakan
pertumbuhan nilai PDRB
Non Migas ADHK pada tahun
tertentu dibandingkan dengan
pertumbuhan nilai PDRB Non
Migas ADHK pada periode
tahun sebelumnya. Dalam hal ini
Kabupaten Kepulauan Kundur
menggunakan perbandingan tahun
2011 dengan periode tahun 2008 -
2010.

b. PDRB Atas
Berlaku

Dasar Harga

Laiu pertumbuhan ekonomi dilihat
dari laju pertumbuhan PDRB Non

Migas berdasarkan Harga Berlaku

calon Kabupaten Kepulauan

Kundur seperti apa yang terlihat
dalam tabel 5 dalam penjelasan

bahasan terdahulu.

c. PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Laju pertumbuhan ekonomi dilihat
dari laju pertumbuhan PDRB
Non Migas berdasarkan Harga
Konstan calon Kabupaten Kundur

Harga
Kepri.
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sebagaimana terlihat dalam tabel 6
dalam bahasan pada penjelasan di
atas.

c. Indikator Kontribusi PDRB

Kontribusi PDRB adalah kontribusi
PDRB Non Migas kabupaten/kota
terhadap PDRB Non Migas provinsi
dan atau presentase PDRB Non
Migas provinsi terhadap PDRB

Nasional.

d. Kontribusi PDRB Non Migas Atas

Dasar Harga Berlaku

Indikator PDRB Non Migas ADHB

calon Kabupaten Kepulauan

Kundur berdasarkan Harga
Berlaku terhadap PDRB Non Migas

ADHB Provinsi Kepulauan Riau

sebagaimana pada tabel 7 dalam
rincian penjelasan pada bahasan
terdahulu.

e. Kontribusi PDRB Non Migas Atas
Dasar Harga Konstan

lndikator kontribusi PDRBNon

Migas ADHK calon Kabupaten
Kepulauan Kundur terhadap
PDRB Non Migas ADHK Provinsi
Kepulauan Riau sebagaimana pada

tabel 8 rincian bahasan.

Perhitungan indikator dari faktor
ekonomi yaitu indikator PDRB

Non Migas perkapita ADHB,
pertumbuhan ekonomi, dan
kontribusi PDRB Non Migas ADHB

calon Kabupaten Kepulauan
Kundur terhadap PDRB Noq Migas

ADHB Provinsi Kepulauan Riau.

3. Nilai Bobot PDRB Non Migas Per kapita
ADHB, dan Hasil Perhitungan Rasio

PDRB Non Migas Per kapita calon
Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap
Rata-rata Kabupaten Lain di Provinsi
Kepri Pada Tahun 2011 mempunyai
nilai bobot akhir adalah 3.

Berdasarkan nilai bobot yang dicapai,

di atas maka nilai faktor kemampuan
ekonomi dari indikator pertumbuhan

ekonomi, hasil perhitungan rasio
pertumbuhan ekonomi dilihat dari
pertumbuhan PDRB Non migas ADHK

calon Kabupaten Kepulauan Kundur
tahun 2011 terhadap Rata-rata PDRB

Non Migas ADHK calon Kabupaten
Kepulauan Kundur periode tahun 2009-
2010 dikabupaten yang bersangkutan.

Nilai Indikator Pertumbuhan Ekonomi,

Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Ekonomi Dilihat dari Pertumbuhan

PDRB Non Migas ADHKTahun 2011

terhadap Rata-rata Pertumbuhan PDRB

Non Migas ADHK Periode Tahun 2009-

2010 calon Kabupaten Kepulauan

Kundur mendapatkan nilai bobot
sebesar 5. Sedangkan nilai kontribusi

PDRB Non Migas ADHB dan hasil

perhitungan rasio PDRB Non Migas

ADHB calon Kabupaten Kepulauan

Kundur terhadap Rata-mta Kabupaten di

Provinsi Kepri.

Nilai Kontribusi PDRB Non Migas, dan

Hasil Perhitungan Rasio Kontribusi
PDRBNon MigasADHB calon Kabupaten

Kepulauan Kundur terhadap Rata-rata

Kontribusi PDRB Non migas ADHB

Kabupaten se Provinsi Kepri Pada

Tahun 2011 mendapatkan nilai bobot
5. Sehingga berdasarkan ketiga nilai
yang diperoleh dari hal tersebut di atas,

maka nilai bobot dari ketiga indikator

kemampuan ekonomi calon Kabupaten

Kepulauan Kundur adalah sebagaimana

penjelasan tersebut di atas Yang
meliputi : 1. PDRB Non Migas PerKapita

ADHB; 2. Pertumbuhan Ekonomi; 3'

Kontribusi PDRB Non Migas ADHB.

calon Kabupaten Kepulauan Kundur
memiliki atau mendapatkan nilai
sebesar 13. Berarti Nilai kemampuan

ekonomi yang diperoleh sebesar 55

point. Seperti yang tergambar dalam

tabel di bawah ini :
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Tabel 14

Hasil Perhitungan Bobot Nilai Kabupaten
Kepulauan Kundur

No Bobot Nilai
Bobot
Nitai

I it 4

2.
Kemampuan
Ekonomi

'15

4. PDRB Non
M igas

5. Pertumbuhan
Ekonomi

6. Kontribusi Non
N4igas

5

5

5

3

5

5

15

25

zc

65

Sumberi Hasil 0lahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012

Berdasar kajian analisis pembentukan
daerah kabupaten berdasarkan faktor dan
indikator sesuai dengan PP 78 Tahun 2007
tersebut di atas, maka hasil perhitungan
bobot nilai calon Kabupaten Kepulauan
Kundur adalah sebagai berikut. Dari hasil
perhitungan ketiga indikator persyaratan

tersebut di atas, maka calon Kabupaten
Kepulauan Kundur mendapatkan bobot
kemampuan ekonomi sebesar 65 point,
berarti pada aspek kemampuan ekonomi
calon lkbupaten Kepulauan Kundur
memenuhi salah satu persyaratan apa yang

diisyaratkan di dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan

dan Penggabungan Daerah otonom.

SARAN/REKoMENDAST

Upaya dan aktivitas pembentukan calon
Ihbupaten Kepulauan Kundur dari Kabupaten
Karimun senantiasa mengedepankan
kepentingan masyarakat, pelayanan

umum pemerintahan, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Ikut sertakan atau

aiak serta warga masyarakat yang selama

ini berkarya diluar Kepulauan Kundur dan

durai untuk sama-sama membanzun daerah
I(abupaten Kepulauan Kundur

Potensi-potensi sumber daya alam
yang tersedia kiranya dapat dikelola
dengan memperhatikan kondisi dampak
lingkungan, sehingga tidak merusak tata

ruang perkotaan dan pedesaan. Potensi-
potensi yang dapat dikembangkan meliputi:

1. Potensi Parawisata pantai dan laut
serta parawisata budaya, potensi
kelautan, dengan mengembangkan dan

meningkatan produki perikanan tangkap
dan budidaya air awa4 dengan melakukan
pembaruan pada sarana dan prasarana

penagkapan, yang meliputi: Struturisasi
Kapal Penangkapan lkan, dari kapal
tradsisional, meniadi kapal-kapal tangkap

ikan bermotot agar dapat menangkap

ikan ditengah laul tidak hayna dipinghir
pantai, dengan modernisasi kapal maka
penangkapan ikan dapat sampai ketengah

laut dengan cadangan ikan yang sangat

banyalg sehingga produldivitas hasil

tangkapan ikan laut semahn produktif,
pengembangan budi daya air tawar; ini
juga memiliki potensi yang sangat besar
untuk dikermbangkan.

2. Pengembangan transformasi
perekonomian, dari selitor primer
menuju sektor sekunder dan tersier
dengan tetap memperhatikan kondisi
sector primer, Karena sebagian
masyarakat calon Kabupaten Kepulauan

Kundur merupakan berusaha dan

memiliki penghasilan dari sector primer.

3. Sumberdaya manusia calon Kabupaten
Kepulauan Kundul; sangat mumpuni, di
mana banyak para pejabat di Preovinsi
Kepulauan Kepri dan dibeberapa
Kabupaten/kota dalam wilayah
Provinsi Kepri merupakan yang berasal
dari Kepulauan Kundu4, banyak tenaga
tenaga terampil dari wilayah kundur
bekeda diluar Kepulauan Kundur dan

durai, sehingga apabila calon Kabupaten
Kepulauan Kundur terbentuk, diyakini
mereka akan kembali pulang untuk
membangu Kabupaten barunya.
Menjadi sebuah Kabupaten atau

Daerah otonom yang dapat mengejar
ketertinggalanya dari kabupaten/kota
yang telah lahir terdahulu, meniadi
daerah otonom.
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